PETUNJUK OPERASIONAL(PO)
SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENINGKATAN MUTU STATISTIK DAERAH YANG TERINTEGRASI

TAHUN ANGGARAN 2023
A. PETUNJUK UMUM
1.  Dinas Instansi :  Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral
3. Nama Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah
dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang
Terintegrasi
4.  Sifat Kegiatan :  Pertama
5. Bagian Belanja :  Belanja Operasi
6. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp.82.795.752,-
7.  Waktu Pelaksanaan Kegiatan  : Januari s/d Desember 2023
8.  Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan
Nama : Hardayanti,S.H.M.M,
Jabatan :  AnalisKebijakanAhliMuda
9. Bendahara
Nama :  BellanyTriana, A.Md
10. Lokasi Kegiatan :  Kabupaten Pesisir Selatan
11. Tolak Ukur Indikator
a. Jumlah Dana : Rp. 82.795.752,-
b. Waktu Pelaksanaan Januari s/d Desember 2023
c. Keluaran Jumlah SDM perangkatdaerahdanperangkatnagari

yang meningkatyang dilatih untuk peningkatan
mutu statistik daerah

d. Hasil Terpenuhinya penyediaan data statistik sektoral

dan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

13. Rencana Biaya Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Anggaran (DPA) Dinas
Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.
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1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT KERJA PENGELOLA KEGIATAN

BerdasarkanPeraturanBupati KabupatenPesisir Selatan Nomor132Tahun 2021tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika.

BidangStatistik dan Persandian = mempunyaitugasmelaksanakanpenyusunanbahan

perumusandanpelaksanaankebijakan di bidangstatistikdan
persandian.
Dalam melaksanakan tugas tersebut bidangStatistik dan

Persandianmempunyaifungsisebagaiberikut :

a. penyusunanbahanperumusandankoordinasipelaksanaan
kebijakan di bidangstatistikdanpersandian

b. pembinaanpelaksanaankebijakan di bidangstatistikdan
persandian

¢. pendokumentasiandanpengolahan data/informasidalambentuk
produkstatistik di daerahgunamewujudkaniklim yang kondusif
dandinamismendorongpertumbuhankehidupanmasyarakat yang
lebihbaik

d. menyelenggarakanpersandianuntukpengamananinformasi
pelaporan di bidangstatistikdanpersandian; dan
f. pelaksanaanfungsi lain yang diberikanolehpimpinan.

e

2. TUJUAN

1. Meningkatnya mutu statistik daerah vyang diselenggarakan oleh perangkat
daerahdanperangkatnagari dalam menyedikan data statistik sektoral. .

2. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis bagi ASN
perangkatdaerahdanperangkatnagaridalam rangka proses pelaksanaan penyediaan data
statistik sektoral dilingkup perangkat daerah .

3. Terdiseminasikannyadata statistiksektoralmelaluisitus website.

3. SASARAN
Aparatur Sipil Negara perangkat daerah dilingkupPemerintahKabupatenPesisir Selatan
danperangkatnagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

4. DANA

SumberdanaSub KegiatanPeningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam
Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang TerintegrasiTahunAnggaran 2023 sebesar
Rp.82.795.752,-( Delapanpuluhjutatujuhratussembilanpuluh lima ributujuhratus lima
puluhdua rupiah ).

S.  TAHAPANPENJABARAN / PELAKSANAAN KEGIATAN
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1. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan secara internal dan koordinasi dengan pihak

terkait.

2.  Menyiapkan tim pelaksana kegiatan bimtek yang ditetapkan dalam surat tugas Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Menginventarisir kebutuhan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis yang meliputi :

a. Administrasi terkait kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

b. Kebutuhan terhadap narasumber kegiatan.

c. Kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan

4. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis.

5. Evaluasi pelaksanaan kegiatan. Strategi yang dipergunakan meliputi evaluasi terhadap
proses pengumpulan, pengolahan dan publikasi yang dihasilkan dalam penyusunsn buuku

metadata.

6. INDIKATOR KEBERHASILAN
Terlatihnya ASN perangkatdaerahdanperangkatnagarisebanyak 140 orang dalam upaya
peningkatan mutu statistik daerah sehingga terpenuhinya penyediaan data statistik
sektoral dan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang valid dan handal.
7. JADWAL KEGIATAN
JadwalPelaksanaankegiatandilakukandalamkurunwaktu 12 (duabelas) bulan,
daribulanJanuari2023sampaidenganbulanDesember2023 yang dirinci melalui pelaksaan
kegiatan perbulan.
) ) Bulan
No | Jenis Keglatan Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des
1. | Persiapan
2. | Membentuk
tiim pelaksana
kegiatan
3. | Inventaris
kebutuhan
kegiatan
4. | Pelaksanaan
kegiatan
5. | Evaluasi
6. | Laporan akhir
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8.  ORGANISASI KEGIATAN

DitetapkanSusunanOrganisasipadaSub KegiatanPeningkatan Kapasitas SDM
Pemerintah  Daerah  dalam  Peningkatan = Mutu  Statistik  Daerah  yang
TerintegrasiTahunAnggaran 2023adalahsebagaiberikut :

STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP
DAERAH KABUPATEN/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

PENANGGUNG JAWAB

/ KABID STATISTIK DAN \

PERSANDIAN
PENANGGUNG JAWAB
PELAKSANA KEGIATAN e N
KASUBBAG PERENCANAAN,
\_ J KEUANGAN DAN PELAPORAN
PPK

- J
e A

STAF DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

BENDAHARA PENGELUARAN
\ J

FUNGSIONAL ANALIS STAF
KEBIJAKAN AHLI MUDA

PELAKSANA KEGIATAN STAF PENGELOLA KEGIATAN
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B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DenganmempedomaniPeraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :132 Tahun
2021, makasecararincitugasmasing-masingunsurpengelolakegiatanadalahsebagaiberikut

1. PenanggungJawab Program/PenggunaAnggaran

a

QT o B

Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA Perubahan SKPD) untuk disampaikan kepada
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Perubahan SKPD) untuk
disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu)
kepada Bupati;

Menetapkan Personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan;

Mengesahkan Kerangka Kerja Acuan (KAK) untuk kegiatan yang
memerlukan jasa pihak ketiga;

Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan;

Menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa SKPD;
Menetapkan/Menyetujui  Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner
Estimate;

Menetapkan/Menyetujui Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Usulan dari
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Menetapkan/Mengetahui ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

Menyetujui Usulan Pembiayaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
untuk Pembayaran;

Menyetujui Permintaan Uang Mingguan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK);

Melakukan Pengujian atas Tagihan dan memerintahkan pembayaran;
Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)

Menandatangani Buku Kas Umum dan Buku Jurnal setiap bulan;
Menandatangani Surat Perintah Tugas dan bagi yang tidak mempunyai
Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus menandatangani Surat Perintah
Perjalanan Dinas (SPPD);

Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;

Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
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ab.

ac.

ad.

af.

Menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada
Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Melakukan Pemeriksaan Kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Penerima minimal 3 (tiga) bulan sekali;

Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati;
Mengawasi Pelaksanaan Program/Kegiatan;

Menyetujui Dokumen Penyerahan Hasil Kegiatan;

Melaksanakan Pemungutan Penerimaan Bukan Pajak;

Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;

Mengelola Barang Milik Daerah/Kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
Mengawasi pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang dipimpinnya;

Menyampaikan Laporan Akhir realisasi fisik dan non fisik serta keuangan
kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat lima
belas hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk
pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

Melaporkan setiap kekurangan perbendaharaan, keuangan dan barang
daerah kepada Bupati baik karena kelalaian maupun karena di sengaja pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah kejadian;

Pelaksanakanan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna barang lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

2. PenanggungJawabKegiatan/KuasaPenggunaAnggaran

a.

Menyusun dan Mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan-Satuan Kerja
Perangkat daerah dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna
Anggaran;

Menyusun dan Mengajukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan-Satuan
Kerja Perangkat daerah dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna
Anggaran,;

Meneliti dan Meneruskan Usulan Organisasi dan Personil Pengelola
Kegiatan kepada Pengguna Anggaran;

Mengusulkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kepada Pengguna
Anggaran;

Meneliti usulan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang
memerlukan jasa pihak ketiga;

Menyusun Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan;

Menetapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate;
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Mengusulkan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

Menetapkan Calon Penyedia Barang/Jasa;

Menetapkan Jadwal dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan;

Mengadakan Ikatan/Perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;

Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;

Menyetujui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;

Mengkoordinir dan Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan;

Meneliti Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan;

Menyetujui/meneliti permintaan kebutuhan biaya bulanan kegiatan oleh
Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan;

Menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas;

Menyesun Laporan Kegiatan baik fisik maupun keuangan untuk
disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada Minggu Kesatu bulan
berikutnya;

Memeriksa Pencatatan Keuangan yang terkait dengan Pelaksanaan
kegiatan minimal dalam 1 (satu) bulan

3. PejabatPelaksanaTeknisKegiatan (PPTK)

o

o e

MenyiapkanOrganisasiPengelolaKegiatan.
Mengendalikanpelaksanaankegiatan.

Mengusulkankebutuhanbiayaharian,
mingguandanbulanankegiatankepadaPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaA
nggaran.

Melaporkanperkembanganpelaksanaankegiatan.
Menyiapkandokumenanggaranatasbebanpengeluaranpelaksanaankegiatan.
Menyiapkan SPJ ataspengeluarankegiatanbesertabukti-bukti yang sah;
Tugas-tugas yang diaturdalamPeraturanPresidenNomor 4 Tahun 2015
tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah.

4. StafPengelolaKegiatan

Membantupelaksanaankegiatandalampelaksanaantugaspenatausahaan/administrasi
sesuaidenganpetunjukpelaksanakegiatan.

5. BendaharaPengeluaran

a.

Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti
Uang/Tambah Uang dan langsung;

Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji setiap bulannya
dan meneruskan ke Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan Pengguna Anggaran untuk diotorisasi;

Menyerahkan uang kepada Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan untuk
kegiatan Persekot Kerja sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat
pada buku panjar;
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Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Pengguna Anggaran;

Menerima dan mencek Surat Pertanggung Jawaban dari Pejabat Teknis
Kegiatan untuk diteruskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Satuan

Mencatat Surat Pertanggung Jawabab yang diterima dari Pejabat Pelaksana

Membuata Register Pengeluaran Harian dan menandatanganinya, serta
meneruskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat

e.
Kerja Perangkat Daerah;
f.
Teknis Kegiatan pada buku panjar dan Buku Kas Umum;
g.
Daerah untuk ditanda tangani;
h. Membuat dan menandatangani buku simpanan/Bank;
1. Membuat dan menandatangani buku panjar;
J- Membuat dan menandatangani buku pajak;
k. Membauat dan menandatangani buku rekapitulasi pengeluaran;
1. Menandatangani register penutupan kas;
m.

Menyiapkan Surat Pertanggung Jawabab atas pengeluaran kas untuk
disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui
Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

DemikianPetunjukOperasional (PO) inidibuat, untukdipergunakansesuaiketentuan

yang berlaku.

Disetujui oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

-0

IRWAN FAHLIFI, S.H
Penata Tk.I (1II/d )
NIP 19690126 199403 1 002

Painan, Januari 2023
Dibuat Oleh :
PEJABAT PELAKSANA

TEKNIS KEGIATAN

HARDAYANTI,S.H,M.M
Penata Tk.I (I1l/d)

PetunjukOperasional (PO) Sub
dalamPeningkatanMutuStatistik Daerah

NIP 19750726 199703 2 004

Disahkan Oleh :
PENGGUNA ANGGARAN

JUN LS. Kom,M.E
ama Muda (IV/c)
NIP 19700609 199703 1 001

Pembina
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